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TENTANG 

Menimbang 

Mengingat 

PEDOMAN SURVEI BUDAYA KESELAMATAN PASIEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN, 

a. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas 

pelayanan kesehatan mempunyai karakleristik dan 

orgamsas1 yang berbeda-beda sesua1 dengan Jems 

pelayanan, sarana, prasarana, peralatan, dan sumber 

daya manusia yang dimilikinya serta aspek pembiayaan; 

b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pclayanan, dan 

memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, 

masyarakat, lingkungan, dan sumber daya manusia di 

fasilitas pelayanan kesehatan, maka dibutuhkan 

penyelenggaraan keselamatan pas1en di fasilitas 

pelayanan kesehatan, salah satunya melalui survei 

budaya keselamatan pasien; 

c. bahwa dalam upaya memberikan pemahaman 

pelaksanaan survei budaya keselamatan pasien kepada 

seluruh stakeholders terkait agar pelaksanaannya dapat 

berjalan dengan baik, efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel dibutuhkan kebijakan surve1 budaya 

keselamatan pasien 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan 

tentang Pedoman Survei Budaya Keselamatan Pasien; 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

-2-

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6887); 

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Repubik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Kesclamatan Pasien di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 308); 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

156) 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN 

TENTANG PEDOMAN SURVEI BUDAYA KESELAMATAN 

PASIEN. 

Menetapkan Pedoman Survei Budaya Keselamatan Pasien 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini. 

Pedoman Survei Budaya Keselamatan Pasien sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESA TU digunakan se bagai acuan 

bagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengetahui sampai 
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sejauh mana budaya keselamatan pasien terbangun di fasilitas 

pelayanan kesehatan tersebut. 

Menteri melalui Direktur Jenderal, Dinas Kesehatan Daerah 

Provinsi, dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Pedoman Survei Budaya Keselamatan Pasien berdasarkan 

kewenangan masing-masing sesua1 dengan Ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal di 

tetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal g Juli 2024 










































































































































































